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SALINAN ll

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR /& TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Desa;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
S8);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
S1);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

AR R ATIS




10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang  bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja,
dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non
alam yaitu Corona Virus Disease2019 (COVID19) yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa,
sehingga  mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial,
ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap
produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga
menerapkan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga
jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada
keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sustainable Develpoment Goals Desa selanjutnya disebut SDGs Desa
adalah wupaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa
peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap
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Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggj.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Desa dalam Kabupaten Tabalong berjumlah 121 Desa.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

R TP

(1)

(2)

Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen);
Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen);

Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen); dan

Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu persen).

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021.

Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan klaster jumlah pendudukdengan ketentuan:

a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk
sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk
101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
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c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk
1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; dan

d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk
5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas
10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% dari total
jumlah desa.

Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria Kinerja
antara lain:

a. pengelolaan keuangan desa;

b. pengelolaan Dana Desa;

c. capaian keluaran (output) Dana Desa, dan;

d. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.

Besaran Alokasi Kinerja yang diberikan kepada setiap desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a.
b.

C.

pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
dan

capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35 % (tiga puluh lima
persen).
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Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a dinilai dari delta rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan
rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang
APBDes.

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan
persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase
capaian keluaranDana Desa.

(4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa,
status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Nasional (RKUN) ke RKD
melalui RKUD.
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa dari Bupati.

(4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap 1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiapDesa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan
kedua belas.

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap Il berupa:
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1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di
RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keuaran Dana Desa tahap
II menunjukan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 90%
(Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan;

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran
2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa
mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenubhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT
Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, setelah kepala Desa
menyampaikan data:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
Bupati.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas setelah kepala Desa menyampaikan
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.
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Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa
menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada
bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sampai dengan ayat (6).

BABV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi
dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi
Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan
perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan

i



- 11 -

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program
bantuan sosial Pemerintah /Pemerintah Daerah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan
peraturan kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima
manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain
Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa
diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di
Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan
kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

Pelaksanaan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola
dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
pelaksanaan BLT Desa.

A AA (o
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(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran
dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun
anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
belum memenuhi ketentuan input data, kepala Desa menyampaikan
permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan

pemuktahiran.
(8) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan
realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala Desa.

(9) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian
keluaran Dana Desa.

et AV tes
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BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Desa.
(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat(1l) huruf a dan huruf b dengan:

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di
RKD;dan/atau

b. melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan
capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati
dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(3) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima setelah Dana Desa tahap IIl atau Dana Desa tahap II
untuk Desa berstatus Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada
Bupati.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Kenangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT selama 9
(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

ARV AP
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(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenubhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan
kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT selama 12 (dua
belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenubhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai :

a. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (4),

b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan
laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1);

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /& Fdbrvers Z02/

}, BUPATI TABALONG, :C
Ttd

4ANANG SYAKHFIANI (

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal /& Febrier, 202/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
'
Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR rs¢&



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 76TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN
2021

PERHITUNGAN ALOKASI AFIRMASI SETIAP
DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN
ANGGARAN 2021

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa = (0,01 xDD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR /& TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN
2021

PERHITUNGAN ALOKASI KINERJA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Desa = (0,03 xDD) / (0,1 x Jumlah Desa)
Keterangan:
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD
Jumlah Desa

pagu Dana Desa nasional
jumlah Desa nasional

i
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR /@TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN
2021

PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN
ANGGARAN 2021

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa = {(0,10x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

zZ1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR /& TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN

ANGGARAN 2021

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN

RINCIAN DANA DESA

NO
KECAMATAN DESA SETIAP DESA (Rp)

1 2 3 4
1[BANUA LAWAS HAPALAH 1.111.566.000.-
> BANGKILING 1.105.657.000,-
3 SUNGAI DURIAN 764.692.000,-
7 PEMATANG 1.016.851.000,-
5 HARIANG 904.912.000,-
6 BANUA LAWAS 919.254.000,-
7 HABAU 1.731.698.000 -
8 BANUA RANTAU 1.078.778.000,-
) PURAI 1.164.333.000-
10 BATANG BANYU 834.202.000,-
11 HABAU HULU 1.101.414.000-
12 BUNGIN 813.784.000.-
13 BANGKILING RAYA 918.681.000-
12 TALAN 848.109.000 -
15 SUNGAI ANYAR 895.328.000,-
JUMLAH 15.209.259.000, -
16| KELUA AMPUKUNG 967.382.000 -
17 TELAGA ITAR 797.584.000,-
18 SUNGAI BULUH 879.331.000,-
19 BINTURU 1.023.535.000 -
20 PUDAK SETEGAL 901.808.000-
21 PASAR PANAS 741.548.000 -
22 MASINTAN 1.004.116.000,-
23 TAKULAT 853.119.000 -
24 PALIAT 899.082.000,-
25 KARANGAN PUTIH 944.421.000,-
26 BAHUNGIN 939.894.000.-
JUMLAH 9.951.820.000,-
>7|TANTA MURUNG BARU 715.924.000,-
28 LUK BAYUR 778.539.000,-
20 WALANGKIR 844.032.000,-
30 WARUKIN 1.165.048.000 -
31 BARIMBUN 802.290.000 -
32 MANGKUSIP 812.877.000.-
33 PAMARANGAN KANAN 1.008.107.000,-
34 PULAU KU'U 818.572.000,-
35 TANTA 1.052.172.000,-
36 PADANG PANJANG 844.128.000 -
37 PUAIN KANAN 1.095.025.000,-
38 PADANGIN 780.139.000,-
39 TAMIYANG 716.300.000,-
40 TANTA HULU 704.176.000,-
JUMLAH 12.227.329.000,-
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PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN

RINCIAN DANA DESA

NO
KECAMATAN DESA SETIAP DESA (Rp)
1 2 3 4
41|TANJUNG BANYU TAJUN 895.962.000,-
42 PAMARANGAN KIWA 907.636.000,-
43 PUAIN KIWA 815.965.000,-
44 JUAI 825.274.000, -
45 MAHE SEBERANG 686.630.000,-
46 KAMBITIN 840.228.000,-
47 WAYAU 867.867.000,-
48 GARUNGGUNG 882.630.000, -
49 KITANG 853.817.000,-
50 SUNGAI PIMPING 045.428.000,-
51 KAMBITIN RAYA 1.153.020.000,-
JUMLAH 9.674.457.000,-
52|HARUAI MARINDI 995.579.000,-
53 WIRANG 834.237.000,-
54 BONGKANG 917.752.000,-
55 NAWIN 834.877.000,-
56 HALONG 772.858.000,-
57 HAYUP 933.815.000,-
58 KEMBANG KUNING 813.970.000,-
59 SARADANG 827.166.000,-
60 MAHE PASAR 797.899.000,-
61 LOK BATU 055.791.000,-
62 SUPUT 842.467.000, -
63 SURYAN 793.804.000,-
64 CATUR KARYA 697.320.000,-
JUMLAH 11.017.535.000,-
65|MURUNG PUDAK MABURAI 765.828.000,-
66 KASIAU 847.840.000,-
67 KAPAR 888.921.000,-
68 MASUKAU 820.081.000,-
69 KASIAU RAYA 684.180.000, -
JUMLAH 4.006.850.000,-
70|MUARA UYA KUPANG NUNDING 844.822.000,-
71 MANGKUPUM 1.045.958.000,-
72 PASAR BATU 871.680.000,-
73 UWIE 1.117.040.000,-
74 MUARA UYA 797.037.000,-
75 LUMBANG 1.061.478.000,-
76 SANTU"UN 1.079.570.000,-
77 SIMPUNG LAYUNG 835.367.000,-
78 BINJAI 1.099.176.000,-
79 PALAPI 794.959.000,-
80 KAMPUNG BARU 886.618.000,-
81 SALIKUNG 985.154.000,-
82 RIBANG 824.117.000.-
83 SUNGAI KUMAP 1.111.156.000,-
JUMLAH 13.354.132.000,-
84|MUARA HARUS MADANG 720.626.000,-
85 TANTARINGIN 793.783.000,-
36 MURUNG KARANGAN 988.804.000, -
87 PADANGIN 736.191.000,-
88 MANDUIN 722.203.000,-
89 MANTUIL 765.115.000, -
90 HARUS 709.406,000,-

VAT 72



PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN

RINCIAN DANA DESA

NO
KECAMATAN DESA SETIAP DESA (Rp)
1 2 3 4

JUMLAH 5.436.128.000,-
91|PUGAAN PUGAAN 901.135.000,-
92 PAMPANAN 1.226.874.000,-
93 SEI RUKAM I 707.653.000,-
94 SEI RUKAM I 750.150.000,-
95 JIRAK 953.283.000,-
96 HALANGAN 991.029.000,-
97 TAMUNTI 902.200.000,-
JUMLAH 6.432.324.000,-
98|UPAU BILAS 854.111.000,-
99 KAONG 905.312.000,-
100 PANGELAK 1.186.127.000,-
101 KINARUM 849.429.000,-
102 MASINGAI 1I 797.197.000, -
103 MASINGAI 1 792.003.000, -
JUMLAH 5.384.179.000,-
104|JARO TERATAU 875.861.000,-
105 NAMUN 1.082.299.000,-
106 JARO 1.062.614.000,-
107 SOLAN 850.043.000,-
108 MUANG 1.175.639.000, -
109 LANO 734.033.000,-
110 PURUI 727.889.000,-
111 GARAGATA 1.378.394.000, -
112 NALUI 1.010.199.000,-
JUMLAH 8.896.971.000,-
113|BINTANG ARA WALING 763.025.000,-
114 USIH 860.955.000,-
115 BINTANG ARA 855.805.000,-
116 BURUM 758.329.000,-
117 PANAAN 1.108.493.000,-
118 DAMBUNG RAYA 883.908.000,-
119 ARGO MULYO 698.585.000, -
120 BUMI MAKMUR 722.746.000,-
121 HEGAR MANAH 814.673.000,-

JUMLAH

7.466.519.000,-

TOTAL DANA

109.057.503.000,-
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh Format 1. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD

(KOP SURAT)

Telah terima dari  : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan  : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten
Tabalong

Dengan rincian

TERBILANG

TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH
(dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor Rekening Bl RN R T Y R R BN R B AR A R R A B A S R R R
Nama Rekening T ———

Nama Bank et G RS S S I S A AR LT MR

........................ ,tanggal ...
Kepala DeBa voevevinionasss
Stempel ) I\fgt[;aorgi
.............. (nama kades)..................




Contoh Format 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN - KECAMATAN
DESA - TAHUN
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
IBU HAMIL ANAK 0-23 BULAN
JUMLAH TOTAL RUMAH -
SASARAN KURANG
TANGGA 1.000 HPK TOTAL KEK/ TOTAL a1z !
BURUK/
STUNTING
JUMLAH | | | | |

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

MERAH
HIJAU XUNING TRINDIKA
SASARAN JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN ®esiko |
(NORMAL) | oriNTING) =
STUNTING)
JUMLAH | 1 ] |
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIKATOR JUMLAH %
1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI
3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
BU 4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
HAMIL (oG HAML {KEK /RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP
2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN
3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN Ll 580
ANAK USIA 0-
23 BULAN (0-2|5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING
TAHUN) 6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)
Aﬁ“ >2-6 |, ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA
JUMLAH INDIKATOR
NO SASARAN TINGKAT KONVERGENSI
YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA
1 IBU HAMIL
2 ANAK 0-23 BULAN
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
NO BIDANG/ KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA S Rt EAA % (PERSEN)
BIDANG PEMBANGUNAN
1 DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN
2 MASYARAKAT
£ BUPATI TABALONG, :(,
Ted
LANANG SYAKHFIANI

N ey



